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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan
Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Mtr terkait pembatalan perjanjian sewa menyewa tanah dan
bangunan restoran di Gili Trawangan antara Ida Adnawati dan Maswandi, yang objek sewanya
merupakan aset milik Pemerintah Provinsi NTB. Penelitian ini menggunakan metode yuridis
normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan serta analisis dokumen
hukum dan pembuktian tertulis. Data diperoleh dari salinan putusan, dokumen perjanjian,
surat resmi pemerintah, dan keterangan saksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian
sewa menyewa dinyatakan batal demi hukum karena melanggar syarat objektif Pasal 1320
KUH Perdata, yaitu mengenai objek yang tidak halal, mengingat tanah yang disewakan adalah
milik pemerintah dan tidak memperoleh izin resmi. Selain itu, tindakan hukum Tergugat
dianggap tidak sah karena tidak lagi memiliki legal standing sebagai Direktur PT Carpedien,
dan permohonan intervensi oleh pihak ketiga ditolak karena tidak memiliki dasar hukum yang
kuat. Putusan ini mencerminkan pentingnya integrasi antara hukum perdata, hukum agraria,
dan administrasi negara dalam penyelesaian sengketa perjanjian, serta menegaskan bahwa
kebebasan berkontrak harus tetap tunduk pada aturan hukum dan prinsip keadilan.

Kata Kunci : Legalitas, Perdata, Perjanjian, Sewa Menyewa.

ANALYSIS OF MATARAM DISTRICT COURT DECISION NUMBER 64/PDT.G/PN
MTR CONCERNING CANCELLATION OF LEASE

ABSTRACT

This study aims to analyze the judge's legal considerations in Decision
Number 64/Pdt.G/2024/PN Mtr regarding the cancellation of a land and
restaurant building lease agreement in Gili Trawangan between Ida Adnawati
and Maswandi, where the leased property is an asset owned by the West Nusa
Tenggara Provincial Government. This study employs a normative juridical
method utilizing a case study approach to the court decision, as well as
examining legal documents and written evidence. Data were obtained From
copies of the decision, agreement documents, oficial government letters,
and witness statements. The results indicate that the lease agreement was
declared null and void due to a violation of the objective requirements
of Article 1320 of the Civil Code, specifically regarding objects that are
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not lawful, as the leased land belongs to the government and lacks official
permits. Furthermore, the Defendant's legal action was deemed invalid because
he no longer had legal standing as Director of PT Carpedien, and the third
party's request for intervention was rejected for lacking a strong legal
basis. This decision highlights the importance of integrating civil law,
agrarian law, and state administration in resolving contractual disputes,
emphasizing that freedom of contract must remain subject to the rule of law
and the principle of justice.

Keywords: Legality, Civil Law, Agreement, Lease.

I. PENDAHULUAN

Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk perjanjian yang sering digunakan
dalam praktik hukum perdata di Indonesia. Dalam hubungan hukum ini, pihak penyewa
diberikan hak untuk memanfaatkan suatu objek tertentu dalam jangka waktu yang
telah disepakati dengan imbalan berupa pembayaran sejumlah uang kepada pemilik
objek tersebut.! Secara prinsip, perjanjian sewa menyewa harus berlandaskan asas
kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang
menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi para pihak.? Dalam praktiknya, sering kali terjadi sengketa antara pihak
yang terlibat dalam perjanjian, salah satunya berkaitan dengan pembatalan sewa
menyewa yang menjadi pokok permasalahan dalam Putusan Nomor 64/Pdt.G/PN Mtr
Tahun 2024.

Sengketa ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan dalam pelaksanaan
hak dan kewajiban antara pihak yang terlibat. Satu pihak merasa dirugikan dan
mengajukan gugatan pembatalan perjanjian, sementara pihak lainnya tetap berpegang
pada keabsahan perjanjian yang telah disepakati.® Dalam konteks hukum perdata,
pembatalan suatu perjanjian, termasuk perjanjian sewa menyewa, hanya dapat
dilakukan jika memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan. Karena itu, analisis terhadap putusan ini menjadi penting guna melihat
sejauh mana hakim mempertimbangkan aspek hukum dalam memutuskan perkara,
serta bagaimana implikasi putusan tersebut terhadap praktik hukum perdata ke
depannya.

Putusan Nomor 64/Pdt.G/PN Mtr Tahun 2024 menarik untuk dikaji dari aspek
keberpihakan hukum terhadap salah satu pihak. Perlu diperhatikan apakah dalam
pertimbangannya, hakim telah menerapkan prinsip imparsialitas secara optimal
atau justru menunjukkan adanya kecenderungan tertentu dalam memutus perkara.
Jika terdapat indikasi bahwa putusan ini lebih berpihak pada satu pihak tanpa
mempertimbangkan aspek hukum secara komprehensif, maka hal ini menjadi

1 Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 2019).
2 Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338.
3 Suharnoko, Hukum Perjanjian: Teori Dan Analisa Kasus (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017).
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preseden buruk bagi dunia peradilan. Independensi hakim dalam menangani perkara
perdata harus dijaga agar hukum tetap menjadi instrumen keadilan, bukan alat untuk
memenangkan kepentingan tertentu.

Putusan ini berkaitan dengan sengketa perjanjian sewa menyewa lahan dan
bangunan restoran di Gili Trawangan antara Penggugat (Ida Adnawati) dan Tergugat
(Maswandi). Dalam perkara Nomor 64/Pdt.G/2024/PN.Mtr, Penggugat mengajukan
gugatan pembatalan kontrak sewa menyewa yang telah mereka sepakati, dengan
alasan bahwa objek sewa merupakan aset milik Pemerintah Provinsi NTB. Permohonan
intervensi diajukan oleh pihak lain yang berkepentingan untuk mempertahankan
perjanjian tersebut, namun ditolak oleh Penggugat dengan alasan bahwa kontrak sewa
menyewa tersebut merupakan kesepakatan pribadi dan tidak melibatkan perusahaan.
Selain itu, pemerintah telah melakukan sosialisasi serta pendataan terhadap lahan
yang menjadi objek sengketa, yang kemudian diketahui masuk dalam wilayah aset
pemerintah dan tidak boleh disewakan kepada pihak lain tanpa izin resmi.

Permasalahan utama dalam perkara ini adalah keabsahan kontrak sewa
menyewa yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, mengingat bahwa lahan
yang disewakan adalah milik pemerintah. Kejaksaan Tinggi NTB serta Inspektorat
Provinsi NTB telah memanggil kedua belah pihak terkait pelanggaran aturan sewa
menyewa lahan aset pemerintah tanpa izin. Pengadilan menolak permohonan
intervensi karena pihak pemohon tidak dapat membuktikan dasar hukum yang kuat
untuk mempertahankan kontrak tersebut. Selain itu, berdasarkan pertimbangan
hukum, perjanjian sewa menyewa dinyatakan keliru dan tidak mendukung kebijakan
pemerintah dalam pengelolaan aset daerah. Oleh karena itu, gugatan penggugat
sebagian dikabulkan, perjanjian sewa menyewa dibatalkan, dan pihak pemohon
intervensi dihukum membayar biaya perkara.

Analisis terhadap Putusan Nomor 64/Pdt.G/PN Mtr Tahun 2024 ini menunjukkan
bahwa sengketa sewa menyewa tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis kontrak,
melainkan menyentuh persoalan mendasar dalam hukum perdata, yakni keseimbangan
antara asas kebebasan berkontrak dan perlindungan hukum bagi para pihak yang
terlibat.* Sengketa ini menjadi refleksi atas bagaimana hukum diterapkan dalam
praktik dan bagaimana peran pengadilan dalam menjaga stabilitas hubungan hukum
di masyarakat. Jika putusan ini membuka ruang bagi pembatalan kontrak secara
sewenang-wenang, maka hal ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum yang
lebih luas dan mengancam stabilitas kontraktual dalam dunia bisnis dan perjanjian
perdata secara umum.

4 Mariam Darus Badrulzaman and dkk., Kompilasi Hukum Perikatan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021).
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II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian
normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka
atau data sekunder sebagai dasar untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku,
khususnya yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).>
Penelitian ini tidak meneliti fakta di lapangan, melainkan lebih berfokus pada kajian
konseptual dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hapusnya
perikatan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan
(statute approach) dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-
undangan digunakan untuk menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif yang
mengatur hapusnya perikatan, khususnya Pasal 1381 KUHPerdata dan pasal-pasal
turunannya.®b Pendekatan konseptual digunakan untuk menggali pengertian, asas,
dan prinsip hukum yang menjadi dasar filosofis dan teoritis dari keberlakuan norma
tersebut.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum
primer seperti KUHPerdata, doktrin-doktrin dari para ahli hukum perdata, dan putusan
pengadilan yang relevan, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, buku
teks, dan literatur hukum lainnya.” Teknik pengumpulan data dilakukan melalui
studi kepustakaan (1ibrary research), sedangkan teknik analisis data dilakukan
secara kualitatif, dengan cara menginterpretasikan norma hukum yang ada dan
mengaitkannya dengan teori-teori hukum serta pendapat ahli. Penelitian ini bertujuan
untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana sistem hukum perdata
Indonesia mengatur tentang batalnya perjanjian melalui mekanisme hapusnya
perikatan, serta bagaimana ketentuan Pasal 1381 KUHPerdata diimplementasikan
dalam praktik hukum.

II1. PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Mataram Dalam Putusan No-
mor 64/Pdt.G/Pn Mtr Tahun 2024

Dalam perkara perdata Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Mtr yang diperiksa dan diputus oleh
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pertimbangan hakim sangatlah kompleks

karena menyangkut berbagai aspek penting dalam hukum perdata, hukum agraria,
hukum korporasi, hingga prinsip-prinsip fundamental seperti keabsahan subjek dan

5 Hasanah, Metode Penelitian Kepustakaan: Konsep, Teori, & Desain Penelitian (Literasi Nusantara, 2023).

6 Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi (Alfabeta, 2017).

7 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2020)
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objek perjanjian, itikad baik, Zegal standing, dan keterlibatan kepentingan publik.
Dalam perkara ini, Ida Adnawati menggugat Maswandi atas perjanjian sewa menyewa
tanah dan bangunan restoran yang berada di atas tanah milik Pemerintah Provinsi
NTB di Gili Trawangan. Perjanjian tersebut dinilai cacat hukum karena dilakukan tanpa
seizin pemilik sah, yakni pemerintah daerah, dan bahkan melibatkan seorang tergugat
yang tidak lagi menjabat sebagai direktur perusahaan yang dulu terkait dengan
perjanjian tersebut. Dari segi substansi, pertimbangan hakim menyentuh lima aspek
penting yang dijabarkan secara rinci dan mendalam.

Pertama, terkait sah atau tidaknya perjanjian sewa menyewa, Majelis Hakim
menekankan bahwa meskipun secara administratif telah terjadi kesepakatan antara
penggugat dan tergugat, namun objek dari perjanjian tersebut adalah tanah milik
negara yang secara hukum tidak dapat disewakan tanpa persetujuan dari Pemerintah
Provinsi NTB. Ini jelas melanggar syarat objektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata,
yaitu perihal suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.® Tanah negara bukanlah
objek bebas transaksi perdata antara individu, dan oleh karena itu perjanjian yang
tidak mendapat izin dari pemilik sah tanah, apalagi menyangkut kepentingan publik
dan tata kelola aset negara, tidak hanya batal demi hukum tapi juga berpotensi
menimbulkan konsekuensi pidana. Hakim pun merujuk kepada prinsip nemo plus
Juris ad alium transferre potest quam ipse habet, yakniseseorang tidak dapat
mengalihkan hak yang tidak ia miliki. Maka dari itu, penggugat yang tidak mempunyai
hak menguasai atau menyewakan tanah milik negara tidak sah secara hukum untuk
membuat perjanjian sewa menyewa tersebut.’ Bahkan Majelis menggarisbawahi
bahwa telah ada surat resmi dari Inspektorat Provinsi NTB yang memperkuat bahwa
lahan tersebut tidak bisa dipakai untuk perjanjian privat, serta dukungan tindakan
pengawasan dari Kejati NTB dan KPK menunjukkan bahwa praktik seperti ini tidak
hanya masalah keperdataan, tetapi menyangkut kepatuhan terhadap kebijakan tata
kelola negara.

Kedua, menyangkut legal standing tergugat Maswandi dalam membuat atau
membatalkan perjanjian, Majelis Hakim menyoroti secara tajam soal status hukum
yang sudah tidak lagi dimiliki oleh Maswandi sebagai Direktur PT Carpedien. Bukti-bukti
berupa Akta RUPS dan surat-surat resmi yang diajukan menunjukkan bahwa Maswandi
tidak lagi menjabat bahkan sejak sebelum tindakan hukum yang disengketakan
terjadi. Artinya, ketika ia menandatangani atau membatalkan perjanjian, tindakan
itu tidak mengikat secara hukum karena dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki
kapasitas sah untuk bertindak atas nama perusahaan. Hal ini merujuk pada prinsip
dasar dalam hukum perikatan bahwa perjanjian harus dilakukan oleh pihak yang

8 Herlina Ratna, Asas-Asas Umum Hukum Perdata dalam Perspektif Modern (Jakarta: Gramedia, 2025).
9 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Buku III tentang Perikatan, Pasal 1320, cetakan
terakhir, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2023.
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cakap dan sah, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Majelis Hakim secara tegas
menolak legalitas tindakan Maswandi karena sudah tidak menjabat dan tidak dapat
bertindak sebagai wakil dari PT Carpedien. Ini sesuai dengan doktrin ultra vires,
yakni suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang melebihi kewenangan
yang ia miliki, maka perbuatan tersebut tidak sah dan tidak mengikat badan hukum
yang bersangkutan.!® Bahkan Pasal 92 ayat (5) UUPT juga menegaskan bahwa direksi
hanya berwenang selama masa jabatannya.

Ketiga, permohonan intervensi yang diajukan oleh PT Carpedien melalui Lalu Reby
Hasbullah ditolak oleh pengadilan. Meski dalam tahap awal sempat dipertimbangkan,
dalam putusan akhir majelis menolak permohonan tersebut karena dinilai tidak
memenuhi syarat formal intervensi menurut Pasal 279 Ry, yakni harus ada kepentingan
hukum yang nyata dan langsung dengan objek sengketa. PT Carpedien memang
pernah terkait, tetapi karena tindakan hukum sebelumnya dilakukan oleh Maswandi
yang sudah tidak sah mewakili perusahaan, dan tidak ada reaksi atau keberatan
resmi dari perusahaan terhadap pembatalan perjanjian tersebut, maka pengadilan
menilai tidak ada legitimasi intervensi yang sah.!! Hal ini menegaskan bahwa dalam
perkara keperdataan, pihak yang ingin ikut dalam perkara harus benar-benar memiliki
keterkaitan hukum langsung dan saat ini terhadap pokok perkara, bukan hanya
berdasarkan hubungan masa lalu atau klaim tidak formal.

Keempat, kekuatan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat menjadi fondasi
penting dalam putusan ini. Surat Perjanjian Sewa, kuitansi pembayaran, serta surat
dari Inspektorat NTB dianggap cukup kuat membuktikan dalil gugatan. Ketiga bukti
tersebut memperlihatkan adanya hubungan hukum antara para pihak yang sah secara
administratif, namun tidak sah secara substantif karena objek yang diperjanjikan
ternyata milik pemerintah. Dalam hukum pembuktian perdata, surat-surat ini
memiliki kekuatan hukum sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Fakta bahwa
tergugat tidak mampu membuktikan bahwa surat tersebut palsu, atau bahwa tanah
tersebut bukan milik negara, menunjukkan bahwa perjanjian itu memang ada, tapi
cacat hukum pada objeknya.!? Bahkan, surat resmi dari Inspektorat menjadi bukti
otentik bahwa penggunaan tanah negara tanpa izin melanggar ketentuan dalam
UU Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan PP No. 27 Tahun 2014. Bukti ini
memperkuat posisi penggugat bahwa ia telah melakukan kewajibannya, dan justru
tergugat yang memaksakan keuntungan secara tidak adil, bahkan ketika legalitas
objek sudah dinyatakan bermasalah.

Kelima, putusan majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Ini
menunjukkan bahwa meskipun hakim menyetujui bahwa perjanjian tersebut batal
demi hukum dan menolak tindakan tergugat yang tidak memiliki kapasitas hukum, tidak

10 Arie Sudjito, “Implikasi Hukum Perjanjian Atas Aset Milik Negara,” Jurnal Yuridika 36, no. 2 (2021).
11 Luthfi Ahmad, Hukum Perdata Dalam Dinamika Modernisasi Hukum Nasional (Jakarta: Sinar Grafika, 2024).
12 Budi Wijaya, Hukum Perikatan: Teori dan Praktik dalam Konteks Ekonomi Global (Surabaya: Graha Ilmu, 2024).
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semua dalil atau tuntutan penggugat dipenuhi seluruhnya. Namun demikian, putusan
ini mencerminkan keadilan substantif. Hakim tidak sekadar berhenti pada formalisme
hukum, melainkan memperhatikan realitas sosial dan administrasi negara.!®* Penolakan
terhadap intervensi, pembatalan perjanjian karena objek tidak sah, pengakuan bahwa
tergugat tidak memiliki Zegal standing, dan penerimaan bukti dari penggugat adalah
wujud penerapan prinsip kehati-hatian dalam menjatuhkan putusan.

Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Mtr ini menjadi preseden penting bagi perkara-
perkara sewa menyewa tanah negara, terutama di daerah pariwisata seperti
Gili Trawangan. Ia menunjukkan bagaimana sistem hukum Indonesia berupaya
mengintegrasikan aturan privat dengan kepentingan publik, serta menegaskan bahwa
kontrak tidak hanya dilihat dari ada tidaknya kesepakatan, tetapi juga pada keabsahan
objek, kapasitas para pihak, dan kepatuhan terhadap hukum administrasi negara.
Majelis Hakim dalam perkara ini berhasil menyeimbangkan antara asas kebebasan
berkontrak dengan prinsip legalitas publik. Dengan menolak sahnya kontrak yang
tidak berdasar hukum, putusan ini memberikan pelajaran penting bahwa hukum tidak
bisa dijalankan semata berdasarkan niat dan dokumen, tapi juga harus selaras dengan
struktur dan norma-norma hukum negara secara keseluruhan.

B. Akibat Hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Mataram dalam Putu-
san Nomor 64/Pdt.G/Pn Mtr Tahun 2024

Akibat hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 64/Pdt.G/2024/PN
Mtr dalam perkara perdata antara Ida Adnawati sebagai Penggugat dan Maswandi
sebagai Tergugat menimbulkan sejumlah konsekuensi yuridis yang sangat signifikan,
khususnya terkait status perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan restoran
di Gili Trawangan. Perjanjian yang dibuat sejak tahun 2016 dengan masa berlaku
hingga 2035 dinyatakan batal karena tanah yang disewakan ternyata adalah aset
milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tidak boleh disewakan tanpa izin.
Akibat pertama dari putusan tersebut adalah pembatalan perjanjian sewa menyewa
secara total untuk periode tahun 2024 sampai 2029.

Perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum, artinya sejak awal tidak pernah
dianggap sah dan tidak menimbulkan akibat hukum apa pun. Dengan demikian, tidak
ada dasar hukum bagi para pihak untuk menuntut hak atau kewajiban dari perjanjian
tersebut dan segala akibatnya harus dikembalikan pada keadaan semula. Penyewa
tidak lagi berhak menempati lokasi yang disengketakan dan bila tetap menempati,
maka bisa dianggap melakukan perbuatan melawan hukum.!* Segala dokumen
administratif yang terkait dengan perjanjian itu juga kehilangan dasar hukum. Bahkan,

13 A. R. Sari, “Pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa Akibat Wanprestasi Dalam Perspektif KUHPerdata,” Jurnal
Ilmu Hukum Legal Opinion 9, no. 3 (n.d.).

14 Eka Yuniar, Sengketa Perdata dan Penyelesaiannya melalui Litigasi dan Non-Litigasi (Malang: Setara Press,
2023).
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pemilik tanah berhak meminta pengosongan lokasi dan mengajukan eksekusi jika
penyewa tidak mau keluar secara sukarela.

Putusan ini juga menyatakan bahwa seluruh dokumen atau surat sewa menyewa
yang dibuat antara kedua pihak untuk bangunan lain di Jalan Sriwijaya Mataram adalah
tidak berlaku. Ketika pengadilan menyatakan bahwa seluruh dokumen tidak memiliki
kekuatan hukum, maka hubungan hukum berdasarkan dokumen itu pun lenyap. Ada
cacat hukum yang mendasari batalnya dokumen, baik karena ketidakjelasan objek,
pelanggaran kesepakatan, atau bahkan itikad buruk dari salah satu pihak.

Dalam perkara ini, Tergugat tetap menempati objek sewa meskipun perjanjian
telah berakhir, dan ia bahkan membuat dokumen baru tanpa seizin Penggugat.
Hal itu dianggap sebagai bentuk penguasaan yang melawan hukum, melanggar
asas konsensualisme dan keabsahan perjanjian. Maka, keputusan ini dimaksudkan
untuk memulihkan hak milik kepada Penggugat dan memastikan bahwa perjanjian
hanya berlaku jika dibuat dan dijalankan dengan itikad baik. Dalam kerangka hukum
Indonesia, asas kepercayaan dan prinsip moralitas perikatan menjadi bagian integral
dari penilaian hakim terhadap sah tidaknya suatu perjanjian.

Putusan juga menetapkan bahwa Penggugat wajib mengembalikan seluruh uang
sewa yang telah diterima dari Tergugat untuk dua periode, yaitu tahun 2024-2029
sebesar Rp750.000.000 dan tahun 2032-2035 sebesar Rp700.050.000. Hal ini
merupakan penerapan prinsip restitutio in integrum, yakni pemulihan keadaan
ke titik awal sebelum ada perjanjian.’> Karena objek perjanjian adalah tanah milik
negara yang tidak dapat disewakan tanpa izin, maka seluruh kontrak dianggap tidak
memiliki sebab yang sah. Oleh karena itu, Penggugat tidak boleh memperkaya diri
dari perjanjian yang cacat hukum tersebut.

Hukum Belanda yang menjadi dasar KUH Perdata Indonesia, dikenal prinsip
pelarangan memperkaya diri secara tidak sah (verbod van ongerechtvaardigde
verrijking). Meskipun sebagian gugatannya dikabulkan, Tergugat tetap
dibebankan biaya perkara. Hal ini bisa dimaknai sebagai bentuk tanggung jawabnya
karena tidak melakukan pengecekan menyeluruh atas status tanah yang disewa. Ini
menggarisbawahi pentingnya due diligence dalam hubungan kontraktual, khususnya
dalam transaksi yang melibatkan hak atas tanah. Dalam hal ini, kedua belah pihak
sama-sama turut serta dalam membentuk hubungan hukum yang cacat, dan karena
itu menanggung akibat hukum masing-masing.

Pembatalan juga berlaku terhadap kontrak awal yang ditandatangani sejak 8
September 2016, khususnya untuk periode sewa 2032-2035. Ini mempertegas bahwa
pengadilan tidak mengakui kontrak jangka panjang yang didasarkan atas penguasaan
tanah negara secara tidak sah. Dalam perspektif hukum keperdataan, perjanjian

15  Ahmad Rizal, dkk., Wanprestasi dan Tanggung Jawab Perdata dalam Kontrak Bisnis (Surabaya: Graha Hukum,
2024).
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dengan sebab yang tidak halal adalah batal demi hukum, tak peduli apakah para
pihak sudah sepakat.!® Bahkan meskipun telah ada pelaksanaan perjanjian, semua
akibat hukum dari perjanjian tersebut harus dihapus.

Tidak diakuinya kekuatan hukum surat perjanjian sewa sejak 2016, maka seluruh
hak dan kewajiban yang pernah timbul harus dianggap tidak pernah ada. Bahkan
pihak ketiga seperti PT CARPEDIEN yang mengelola restoran pun secara hukum tidak
lagi memiliki dasar untuk menguasai objek tersebut. Keadaan ini menunjukkan betapa
seriusnya pelanggaran hukum jika perjanjian menyangkut tanah negara dilakukan
tanpa izin resmi. Konsekuensinya bukan hanya pada pemutusan kontrak, tetapi juga
pada pengembalian hak atas tanah, pengosongan objek, hingga potensi tindakan
hukum administratif dan pidana.

Putusan ini menjadi cerminan konkret dari bagaimana hukum perdata Indonesia
menegakkan prinsip keadilan dan legalitas dalam perjanjian. Ia memperlihatkan
bahwa sah atau tidaknya suatu perikatan tidak hanya diukur dari adanya kesepakatan
tertulis, tetapi juga dari keabsahan objek, alasan, dan itikad baik para pihak. Bila
aspek itu dilanggar, maka seluruh struktur perjanjian bisa runtuh dan menimbulkan
kewajiban hukum untuk mengembalikan hak pihak lain. Putusan ini sekaligus memberi
peringatan kepada masyarakat agar tidak bermain-main dengan aset negara dalam
praktik sewa menyewa, terutama di kawasan strategis seperti Gili Trawangan yang
rawan sengketa pertanahan dan tata ruang. Tanpa dasar hukum yang kuat, segala
bentuk kontrak akan berakhir pada pembatalan dan kerugian besar secara finansial
maupun hukum.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Mtr merupakan
contoh konkret penerapan hukum perdata yang komprehensif dan responsif terhadap
realitas sosial dan administrasi negara, di mana majelis hakim secara teliti mengkaji
keabsahan perjanjian sewa menyewa, kapasitas hukum para pihak, dan validitas
bukti tertulis yang diajukan. Majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan dengan
menyatakan sahnya sita jaminan, wanprestasi Tergugat, serta pengenaan ganti rugi
sebesar Rp450.000.000,00. Putusan ini memperkuat prinsip keadilan, legalitas formal
dalam hukum perikatan, serta keterkaitan erat antara hukum perdata dengan regulasi
publik dan administrasi pertanahan di Indonesia.

16  Ridwan Alamsyah, Pengantar Hukum Perdata Indonesia dalam Perspektif Sosial Hukum (Bandung: Pustaka Adil,
2019).
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Akibat Hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 64/Pdt.G/2024/
PN Mtr menegaskan bahwa perjanjian sewa menyewa yang tidak memiliki kekuatan
mengikat, sehingga seluruh dokumen perjanjian dinyatakan tidak berlaku, hak
atas objek harus dikembalikan kepada pemilik sah, serta seluruh uang sewa wajib
direstitusi. Putusan ini mencerminkan perlindungan terhadap prinsip keabsahan objek
perjanjian, itikad baik, dan keadilan dalam hubungan keperdataan, serta menjadi
preseden penting dalam menegakkan supremasi hukum atas aset negara yang
disewakan secara melawan hukum.

B. Saran

Diperlukan untuk menjaga itikad baik dalam perjanjian dan juga penegakan hukum
yang berkeadilan
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